
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR13TAHUN 2OII

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAI{JA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHI,JN ANGGARAN 2OI2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI DONGGALA.

: a. bahwa unnrk melaksanakan ketentuan Pasal 181

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untk
memperoleh persetujuan bersama;
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Mengingat

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daeral yang diajukan merupakan
perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun
201 I , sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah
yang dijabarkan dalam kebijakan umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon
Anggaran yang telah disepakati b€rsama antara
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada
tanggal 30 Juni Tahun 201l;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor I E22);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan lembaran
Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar Bangunan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000

3.
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5.

7.

8.

9.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B€bas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I );

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442 I );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah tenkhir dengan Undang-
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Undang Nomor l2 Tahun 2008 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daeralr (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443E);

I l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 1 23 , Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043) ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenung Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001I tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor E2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234\:

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang
Pemindahan lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari
Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik
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lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lrmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
- - 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan A-nggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (trmbaran negara

Reoubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90' Tambahan

|.,ill;; N"gura Republik lndonesia Nomor -4416)
;;;;;;;" ti*' aiuu't' beberapa tali' terakhir dengan

P;;; Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang

i';b"h- Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

i"ft"" ZOO+ teitang Kedudukan Prot'okoler dan Keuangan

P;;i; dan Anggota Dewan Perwakilan nakval !-aeratt

if."ili".t-f'r"g"-*nepublik lndonesia Tahun 2007 Nomor

;;: i;fu*Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

47l2);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
^' i';;;ilr"" Keuangan Badan lavanan t]1u1 (l-emualan

il"J". n"p"Ufik 
'indonesia Tahun 2005 Nomor- - 48'

i;;;". Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang-Dana
'" ;;;;;";(lrmbaran Negara Republik tndonesia Tahun

iObt N;- 137, Tambah"an Lem'baran Negara Republik

Indoneia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
^ -' 

i"i"r."ri Keuangan Daerah (kmbaran Negara -Replblik
i;;;;; Tahun-2005 Nomor 138' Tambahan Lembalan

il.g"t" n"ptUfit lndonesia Nomor 4576) sebagaimana' telah

ai"i"f, a"try* PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
^P-erubahan

""t 
p"*ti- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

iiri"* tnro-uti Keuangan Daerah (trmbarut.t \"q-"
n"""Ufif. Indonesia fanu-n ZOIO Nomor I l0' 

-Tambahan';;l;;;t il**" Republik Indonesia Nomor 5155);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun

2005 Nomor 139, TamLahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

RepuUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45E5);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

ilo.o, 25, iambahan t embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200? tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara

neo-uUtit Indonesia Tahun 2007 Nomor E3' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Repubtii Indonesia Tahun 2009 Nomor 18'

tailbahan i-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972\:
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (trmbaran Negara

nepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123' Tambahan

Lembaran Nugara Republik Indonesia Nomor 5165);

2E. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang-- i'i;il; Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia

i#"i l-oir Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang
-' 

i';;;;;*, Pengundangan dan Penvebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

30. Peraturan hesiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

'" ;ild"^, Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana te^lah

ffi;tr;;t;P;tul p'eslden r'lomor 35 rahun 201I

i"",ti--i"i"u"rt- aras Peraturan Presiden Nomor 
'54

i"ffi""t,i i,ii""*g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'

3l. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 
'48 

Tahun

" ;b;-;ilg Pokok-Pokok Pengelolaan Keynsl
'o".of,.'"xui'uput"n Donggala (kmbaran Daerah

ffi.iililffi tahun 1-oo7 Nomor 4E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala \:t- 1l*ll-- 
;d;- ;""tg Urusan Pemerintahan Yang ' 

Men';aor

'r"*.r-g-"o"erah Kabupaten Donggala llembaralt'o""r"i*ii"u"p""n Donggala Tahun 2008 \:*ot i:
il;;il--;*baran faerah Kabupaten Donggara

Nomor 3);

33. Peraruran Daerah Kabupaten DonSgala *:Tt ,ll
Tahun 2008 tenrang Pembentukan Organisast oan

ii" " 
*"1"- Seketaiiat Daerah' Sekretariul **u:

P;id- Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupatl

'l{'uju;; ot"gg"r" (L'embaran Daerah Kabupaten
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Donggala Tahun 200E Nomor l0); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraiiran
Daerah Kabupaten Donggala Nomor I0 Tahun 200g
tentsng Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan perwakilan Rakvit
Daerah dan Staf Ahli Bupsti Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tatrun ZbtO
Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I I Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ket'a
Inspektora! Badan Perencanaan pembansunan Daerah
dan Penanaman Modal, dan l,embaga ieknis Oaerah
Kabupaten Donggala (kmbaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor ll); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor I I Tahun 200g
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a
Inspektorag Badan Perencanaan pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal, dan trmbaga Teknis Daerah
Kabupaten Donggala (trmbaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (trmbaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor l2)t
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggali
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010
Nomor 8);
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13

Tahun 2008 tentang P€mhntukan Organisasi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Donggali (trmbaran Daerah Kabupaten Donggala

Tahun 200E Nomor l3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
(t;baran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010

Nomor I );

38. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2

Tahun 2010 tentang Rencsna Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
(tembiran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010

Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9

Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat

Daerah kabupaten Donggala (trmbaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan'

Penganggarai dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran'

dan- iaporan Pertanggungiawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik'

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa katl

J"ng"n' P".utu'tun Menteri Dalam Negeri Nomor 2l

Tahun 20ll tentang Perubahan kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 310);
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 20ll tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengen Persetujuan Be rgama

DEWAIT PERWAKIII\II RAKYAT DAERAII

KABT,JPATEN DONGGALA

den

BI,'PATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

M€netapkan : PEMTURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasel I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;
I . Daeral adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati
4. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan p€merintahan Daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.
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6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain'lain

Pendapatan Daerah Yang Sah.

7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk

membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat'

E. Belanja pemerinlh Daerah menurut fi.rngsi adalah belanja Pemerintah Daerah

vans digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum' fungsi

;;h*;, tungsi ketertibair dan keamanan, tungsi ekonomi, tungsi

iingkung* hidup, ftrngsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan'

nrn"pi FnUioti-dan budaya' fungsi agam4 fungsi pendidikan' dan fungsi

oerlinduncsn sosial.
g. 'B;;:; ii;.tinrah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah' 

yang iigunal..an unok membiayai Uitanja ryeayai, belanja barang' belanja

."&L irUtidi, U"lanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainlain'

fO. 
-S"l"nia 

Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
- -' 

i".Ui"v"ii"mpensasi dahm 6entuk uang atau barang yang diberikan kepada

oecawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara'

ff. i"i-i" Barang adalah beianja Pemerintah Daerah,y{rS digunakan untuk

."*Ui"y"i periebelian Uarang aan psa yang habis puft"i lld memproduksi

;;g lr" i""r, baik yang dipasarkan m3up-Yn y1lc' ridak dipasarkan' dan

p.ngu-d* 
-b*g 

1.ng iimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada

masyarakat, serta belanja perjalanan'

12. ;J;"j; uoda aaahit Lel-anja Pemerintah Daerah. yang dilakukan dalam'- ;;gki_p"iln*k- tod"l daiam bentuk tanah, peralatan dan mesin' gedung

daniangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya'

t:. iuUsiai-aautah ato't asi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang

bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu'

14.;;; Perimbangan adalah dana yung di"lok*ik- kepada daerah untuk

mendanai kebutihan daerah dalam rangka pelaksanaan desentsalisasi yang

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum' dan dana alokasi kiusus'

,"lugui*un" dimak-sud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

i"niig p";.t"ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH' adalah dana yang
'- 

ai"fof.uriL"un kepaaa daeratr berdasarkan angka persentase tertentu untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi'

."Lu*"i*"nu aitaksud dalanr Undang - Undang Nomor 3 3 Tahun 2004
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tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

16. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemarnpuan keuangan
antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari
Pendapatan Dalam Negeri @DN) neto.

17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas
nasional, s€bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

18. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah

dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai

peraturan perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan dana Tur{angan hofesi Guru.

19. Bantuan Operasional Sekolah, yang s€lanjuhya disingkat BOS, adalah dana

yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan
untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri
Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan

yang diggunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan

kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
21. Sisa trbih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah

selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan Etas realisasi

defisit anggaran yang te{adi.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD

atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai

modal BUMD darl/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara

koroorasi.
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2. Belanja Daerah fu.

Anggaran Pendapatan dan
berikut :

1. Pendaoatan Daerah

Prsal 2

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai

Rp. 651.446.048.436,00
665.573.502.356.00

Rp. 14.127.453.920,00
Rp. 0.00

Rp. 14.127.453.920.N

Defisit

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto

0,00Rp.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 3

(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:

c. pendapatan daerah yang

sah Seiumlah Rp. 69.45.613.327,m
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri

darijenis pendapatan :

a. Paiak Da€rah sejumlah

b. Retibusi Daerah sejumlah
c. Hasil pengelolaan kekaya daerah yang

dipisahkan seiumlah Rp. 900.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah se.iumlah Rp. 2.535.712.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufb terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Eagi Hasil PajaUBagi Hasil Bukan

Pajak sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

a. Pendapatan Asli Daerah Seiumlah
b. Lainlain Dana Pedmbangan Sejumlah

Rp. 22.034.259.000,00
Rp. 560.116.176.109,00

Rp. 15.196.530.000,00
Rp. 3.402.017.000,00

Rp. 26.083.716.109,00
Rp. 464 885 380.000,00

Rp, 69.147.080.000,00
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(4) Lain-lain p€ndapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

Pesal 4

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud datam pasal l terdiri dari :

a. Belania Tirlak Langsung sejumlah Rp 393'868 586 061'00

u. seunia ungsung-seiumbi Rp 271 704'916'295'00

(2) Belanja Ti<tak Langiung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a terdiri

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah seiumhh
b, Dana Darurat sejumlah

c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi

sejumldl
d. Dana Penyesuaian dan Otommi Khusus

seiumldl
e. Bantuan Keuangan dari pmvinsiatau

dari Demetintahan darah lainnya seiumlah

dari jenis belanja :

Belanja Pegawai seiumlah

Belanja Bunga sejumlah

Eelania subsitJi seiumlah

Belanja Hibah seiumlah

jenis belanja :

a. Belania Pegawai sejumlah

b. Belanja barang dan lasa s€Jumlah

c. Belanja modal sejumlah

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 14.189.668.327,00

Rp. 55.10s.945.000'00

Rp. 0,00

364.249.984.403,00
0,00
0,00

4.439.000.000,00

12.453.750.000,00

1.140.843.300,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

Rp.

a.
b.
c.
d.
e. BelanP banfuan sosial seiumlah

f. Belanja bagi hcil seiumlah

g. Belanla banfuan keualEan kepada- 
Prc$nsilKabuPaten/Kota
Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Sejumlah RP 10 585 008 358'00

n. eeia;i;tidat terduga sejumlah Rp 1 000 000 000'00

i. Betania Bantuan Keuangan sejumlah. . Rp ,.,, 0'00

(3) 
-i"f"..i" 

iLg.".g sebagai-mana dimaksud pada ayat ( | ) huruf b terdiri dari

Rp. 29.380.608 900'00

Rp. '108.442.636.388,51

Rp. 133.881.671.006,49
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Pasal 5

(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan seiumlah Rp 14 127'453 920'00

b. Pengeluaran seiumlah RP 0'00

(2\ Penerimaarr sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis

oembiavaan :

I."'iuint"tt*..ssaranseb€lumnya Rp

b. Pencairan dana cadangan seiumlah Kp'

c. Hasil Peniualan kekayaan derah yaE 
RO

dioisahlGn seiutnlah

o. i!neti.."n dinianan daerah selumlah Rp'

e. Penerimaan kembali pemberian piniaman 
Rp.

seiumlah
r. FJ*imaan piutang daerah seiumlah Rp'

14.127.453.920,00
00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis

00,00
00,00

00,00
00,00

00,00

00,00
00,00
00,00
00,00

pembiayaan :

i. 
"'prtiu"nt 

ran oana cadangan seiumlah. Rp'

U. etny.tfu* *oOal (investasi) pemerintah 
on

daerah seiumlah '\P'
c. PemUavaran p*ok utang sejumlah Rp

,. t t;;;n ofinman oae'ran-setumun lP
.. pttu.v."it fiutang kepada Pihak Ketiga Rp

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanjl 
!-a;11;1!aeaimana

dimaksud dalam Pasal t, tercantum ialam Lampiran yang merupakan bagian yang

aiJ[O*rtr.- dari Peraruran Daerah ini' terdiri dari :

i. - l-"tloit* I Ringkasan APBD:

2. Lampiran lf nlngXaJn ep-g-D rn"nurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan brganisasi SKPDI

3. t-ampiran lll nin"t-'iistrn"nurut u**n' Pemerinshan Daerah'

Ornunlt*i'SKpO' Pendapann' Belanja dan Pembiayaanl
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4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lanpiran
7. Iampiran

8. l,ampiran
9. Lampiran

IV

VI
VII

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran rybef Tly"
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Piniaman Daerah dan Obligasi Daerah;
VIII
IX

Pasd 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran llndapaun 
dan

Beianja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Passl E

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan perrg""gT-gy Peraturan

Daerah ini dengan p€nempaannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Donggala'

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 27 Desember 201 I

BT]PATI DONGGALA'

ttd

HABIR PONULELE
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pada tanggal, 27 Desember 201 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

Drs. H. KASMUDDIN HALUDDIN' M.Si
Pembina Utama MadYa

NIP. 19530201 198203 I 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2OI I NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARHT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERTJNDANG.I]NDANGAI'

/ffuu/'{
MUZAKIR PANTAS. SH.MH

NIP. 19600305 199403 103
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